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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Proses Cerai kampung di Morela dimulai dari konflik atau percekcokan 

dalam rumah tangga, apabila percekcokan itu didengar oleh salah satu dari 

keluarga kedua belah pihak, baik pihak suami atau isteri, maka biasa 

dilaporkan ke pihak keluarga untuk didamaikan, bila tidak bisa maka akan 

dipanggil saudara kawin Le uu menyelesaikan, bila juga tidak bisa maka 

dilaporkan ke pihak Saniri Masjid atau modim dan Modim memanggil 

keluarga kedua belah pihak untuk didamaikan, bila juga tidak bisa maka 

proses cerai kampung akan berlangsung di depan Penghulu dan keluarga 

ditandai dengan lampiran surat keterangan cerai yang ditanda tangani 

pasangan suami-istri dan Modim. 

2. Dampak cerai kampung di desa Morella Kecamatan Leihitu adalah 

putusnya ikatan tali silaturrahmi antara keluarga kedua belah pihak atau 

suami istri, sehingga dapat mengakibatkan permusuhan bahkan dapat 

menimbulkan antara keluarga, saling menyalahkan, saling dendam, saling 

fitnah dan saling mengancam dengan mengungkapkan kejelekan dari 

kedua belah pihak yang bisa menimbulkan perkelahian mulut sampai pada 

fisik. Selain itu juga berdampak pada tanggungan orang tua tunggal yang 

lebih cenderung kepada ibu yang dibebani tanggung jawab memelihara 

anak, selanjutnya dampak psikologi yang dirasakan pasangan yang 

bercerai, begitupula dengan anak korban cerai kampung yang tidak di beri 
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hak kehidupannya meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, pengasuhan 

sehingga menimbulkan perilaku yang kurang baik dan perubahan emosi 

kepada orang sekitar. Adapun dampak sosialnya, cerai merupakan sesuatu 

hal yang sangat disayangkan terlepas dari faktor apa yang mempengaruhi 

pelaksanaan cerai kampung ini maka kebanyakan masyarakat akan 

beranggapan bahwa pasangan yang melakukan cerai kampung ketika 

memiliki pasangan baru akan menjadi buah bibir dengan tuduhan dan 

fitnahan yang tidak benar, pun dengan pengurusan administrasi 

kenegaraan yang dipersulit karena kurang nya bukti sah telah bercerai dari 

pengadilan. 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dapat ditujukan 

kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Kecamatan secara khusus 

untuk memberikan dukungan kepada Desa baik secara kelembagaan maupun 

kebijakan berkaitan agar dapat memberikan sosialisasi terkait proses perceraian 

sesuai ketentuan yang tertuang Dalam undang-undang perkawinan, sehingga dapat 

memperjelas juga kepada masyarakat tentang perbedaan pemahaman hukum talak. 

Maka dari itu dampak-dampak yang akan merugikan masyarakat pun bisa 

diminimalisir karena pemahaman masyarakat tentang hukum telah berkembang. 

Sehingga kehidupan masyarakat akan lebih baik. 
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